










1.1 Analisis Situasi  
Perhatian negara dalam membangun desa tidak diragukan lagi. Bukti 
keseriusan negara dalam membangun desa diwujudkan dengan keluarnya UU Desa 
No. 6 tahun 2014 dan PP Desa No 43 tahun 2014. Kedua aturan hukum ini 
memberikan kesempatan kepada seluruh desa di Indonesia untuk mendapatkan Dana 
Desa sebesar 1 milyar yang berasal dari Dana Desa dari Pemerintah Pusat sebesar 750 
juta dan Alokasi Dana Desa di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota sebesar 250 juta. 
Adapun penggunaan dana tersebut dihimbau untuk pembangunan infrastruktur desa 
seperti jalan desa untuk membuka akses kantong-kantong produksi, irigasi desa dan 
program yang bermanfaat untuk kepentingan masyarakat desa. Dana desa yang 
diberikan oleh negara ini bertujuan agar desa menjadi lebih produktif. Peningkatan 
produktivitas desa ini dilihat dari perkembangan ekonominya meningkat, tingkat 
masyarakat yang bekerja dan memiliki usaha bertambah, kualitas hidup termasuk 
kesehatan pun menjadi lebih baik. Dengan adanya Dana Desa ini maka potensi desa 
yang belum tergali dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberi nilai tambah 
(value added) bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah berharap 
dengan kucuran dana tersebut maka seluruh desa di Indonesia dapat menjadi desa 
yang mandiri dan sejahtera. 
Dengan turunnya dana desa ini, maka diperlukan perencanaan, pengelolaan, 
pelaporan dan pengawasan yang baik agar tujuan pemberian dana desa efektif dan 
efisien. Turunnya dana desa ini perlu pengawalan dari berbagai pihak agar berjalan 
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sesuai dengan tujuannya. Jika pendampingan ini tidak dilakukan maka dikhawatirkan 
akan muncul berbagai permasalahan mulai dari perencanaan, pengelolaan, pelaporan 
hingga pengawasannya. 
Perencanaan yang baik akan menjadi arah panduan program apasaja yang 
sebaiknya dilaksanakan oleh desa. Pada tahap ini analisis kebutuhan dapat digunakan 
untuk membantu mengidentifikasi kebutuhan ataupun permasalahan yang perlu segera 
ditangani dengan bantuan dana desa. Sebaliknya, jika perencanaan tidak dilakukan 
secara memadai, misalnya melibatkan semua aspek/elemen desa, maka perencanaan 
penggunaan dana desa tidak optimal mengakomodasi kebutuhan desa.  
Selanjutnya pada tahap pengelolaan dana desa, muncul beberapa 
kekhawatiran seperti: kesiapan SDM dalam menjalankan program yang telah 
direncanakan, pemahaman (interpretasi) bagaimana mengelola atau menggunakan 
dana desa tidak sama antara satu desa dengan desa lainnya. Jika hal ini dibiarkan maka 
potensi pengelolaan atau penggunaan dana desa tidak sesuai petunjuk teknis dan 
petunjuk pelaksanaan dapat terjadi, dan pada akhirnya penyimpangan pelaksanaan 
terjadi. 
Permasalahan pada tahap pelaporan keuangan dana desa sendiri dinilai masih 
membingungkan karena dana desa ini baru turun tahap pertama di bulan April 2015 
ini. Apabila SDM di desa tidak menguasai pelaporan keuangan maka pada akhir tahun 
2015, diduga muncul banyak keluhan dari desa terkait dengan pelaporan keuangan 
dana desa. Pelaporan dana desa ini tidak dapat dihindari karena pelaporan keuangan 
merupakan bentuk akuntabilitas desa kepada pemangku kepentingan, diantaranya 
masyarakat dan negara (pemerintah pusat). Dengan demikian, pelaporan keuangan 
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dana desa menjadi keharusan, dan potensi masalah pun sudah tampak di depan mata 
jika kesiapan SDM tidak memadai/mendukung. 
Jumlah dana desa yang cukup besar ini memerlukan pengawasan. 
Pengawasan pelaksanaan kegiatan di tingkat desa dilakukan oleh Pemerintah Pusat, 
Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota. Pembinaan dan pengawasan ini 
dapat didelegasikan kepada perangkat desa atau BPD (Badan Perwakilan Desa). 
Adapun hal-hal apa saja yang perlu diawasi juga masih menjadi belum begitu jelas 
meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014. Bagaimana 
implementasi pengawasan dana desa belum dapat diketahui secara teknis, sehingga 
masih ada kekhawatiran apakah pelaksanaan pengawasan ini mampu mengawal 
pelaksanaan dana desa dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku. 
Berdasarkan berbagai uraian masalah atau tantangan yang akan dihadapi oleh 
pemerintah desa terkait dengan turunnya dana desa ini, maka Universitas Bengkulu 
khususnya Jurusan Akuntansi menilai perlu melakukan pendampingan bagaimana 
menyusun pelaporan keuangan dana desa. Hal ini didasari pertimbangan, turunnya 
dana desa untuk yang pertama kali di bulan April 2015 dan kebutuhan yang mendesak 
untuk melakukan pencatatan keuangan yang andal dan transparan sebagai bentuk 
akuntabilitas. Dengan adanya pelatihan ini maka diharapkan pemerintah desa dapat 
menjalankan amanah dan menjaga kepercayaan publik. 
 
1.2 Perumusan Masalah 




1) Proses perencanaan yang tidak memadai, misalnya tidak melibatkan semua 
aspek/elemen desa, maka perencanaan penggunaan dana desa tidak optimal 
mengakomodasi kebutuhan desa. Upaya menggali potensi desa menjadi gagal.  
2) Kesiapan SDM dalam menjalankan program yang telah direncanakan, pemahaman 
(interpretasi) bagaimana mengelola atau menggunakan dana desa tidak sama 
antara satu desa dengan desa lainnya.  
3) Muncul potensi pengelolaan atau penggunaan dana desa tidak sesuai petunjuk 
teknis dan petunjuk pelaksanaan dapat terjadi, dan pada akhirnya penyimpangan 
pelaksanaan terjadi.  
4) Pelaporan keuangan dana desa sendiri dinilai masih membingungkan karena dana 
desa ini baru turun tahap pertama di bulan April 2015 ini.  
5) Kesiapan SDM di desa dalam menyusun pelaporan keuangan belum memadai. 
Aspek-aspek yang harus diawasi dalam pengelolaan dana desa belum begitu jelas 
meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014.  
6) Implementasi pengawasan dana desa belum dapat diketahui secara teknis, 
sehingga masih ada kekhawatiran apakah pelaksanaan pengawasan ini mampu 
mengawal pelaksanaan dana desa dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku. 
 
1.3 Tujuan Pengabdian Masyarakat 
Adapun tujuan pengabdian masyarakat yang ingin dicapai dalam kegiatan ini 
adalah : 
1) Untuk memberikan penjelasan terkait permasalahan dalam pengelolaan dana desa 




2) Untuk memberikan penjelasan bagaimana penatausahaan keuangan dan desa 
sehingga terciptanya akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Desa Pancamukti 
Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah 
3) Untuk memberikan motivasi kepada masyarakat Desa agar meningkatkan 
akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Desa Pancamukti Kecamatan Pondok 
Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah 
 
1.4 Manfaat Pengabdian Masyarakat 
Manfaat kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah:  
a) Manfaat untuk Kelompok Sasaran  
Bagi para perangkat Desa Pancamukti Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten 
Bengkulu Tengah, dapat membantu mereka dalam menyusun laporan keuangan 
sesuai dengan standar yang berlaku. 
b) Manfaat untuk Tim Pengabdi 
Bagi Tim Pengabdi, pelatihan penyusunan laporan keuangan bagi perangkat desa 
ini dapat memberikan pengalaman dan sekaligus sebagai wahana untuk 
melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, khususnya pemberian 
pelatihan penyusunan laporan keuangan dana desa. 
c) Manfaat untuk Pengambil Kebijakan di Universitas Bengkulu dan Perangkat Desa 
Pancamukti Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah.  
Bagi pimpinan dan staf akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Bengkulu dan para perangkat Desa Pancamukti Kecamatan Pondok Kelapa 
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Kabupaten Bengkulu Tengah diharapkan dapat terjalin kerja sama yang semakin 
erat di masa mendatang, sehingga dapat memberikan kontribusi positif pada kedua 
belah pihak. 
 
1.5 Pemecahan Masalah 
Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa khususnya para pengelola 
dana desa yang terjadi secara umum hampir sama yaitu terkait masalah perencanaan, 
penatausahaan dan pertanggungjawaban. Berbagai panduan seperti Modul 
Pengelolaan Dana Desa dan Panduan Teknis Penatausahaan Keuangan Desa bahkan 
aplikasi berbasis dekstop yang sederhana untuk penatausahan keuangan desa sudah 
banyak tersedia dan dapat diunduh. Namun yang menjadi permasalahan adalah belum 
adanya pendampingan dari pihak-pihak yang benar-benar memahami sehingga 
melalui pengabdian ini akan diberikan dalam bentuk pelatihan dan pendampingan 







2.1 Pengeloaan Keuangan Desa 
Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban 
keuangan desa 
 
2.1.1 Dasar hukum  
1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 
2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber 
dari APBN; 
4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis 
Peraturan di Desa; 
5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Keuangan Desa; 
6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Pembangunan Desa; 
7) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyerahan Urusan Pedoman Kewenangan 
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; 
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8) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan 
Keputusan Musyawarah Desa; 
9) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa; 
10) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 
Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 
2015; 
 
2.1.2 Ketentuan pelaksana UU nomor tahun 2014 di tingkat Kabupaten/Kota 
Untuk mendukung pelaksanaan UU nomor tahun 2014, pemerintah 
kabupaten/kota diamanahkan untuk menetapkan berbagai peraturan pelaksanaan baik 
dalam bentuk peraturan daerah maupun peraturan bupati/walikota. 
1) Pengalokasian dan penyaluran dana yang ditransfer ke desa yang dialokasikan 
dalam APBD 
2) Penetapan Peraturan Pelaksanaan 
Sebagai pelaksanaan dari UU Desa, maka pemerintah kabupaten/kota harus 
menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah mengenai hal-hal sebagai berikut: 
a) Pembentukan Desa; 
b) Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan/atau Perubahan Status Desa 
Menjadi Kelurahan atau Kelurahan Menjadi Desa; 
c) Perangkat Desa; 
d) Badan Permusyawaratan Desa; 
9 
 
e) Perencanaan, Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan; 
f) Penataan Desa Adat; 
Selain itu juga, Pemerintah Kabupaten/Kota harus menyusun Peraturan 
Bupati/Walikota mengenai hal-hal sebagai berikut: 
a) Batas Wilayah Desa yang Dinyatakan Dalam Bentuk Peta Desa, 
b) Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan serta Penerimaan Lain Yang Sah 
Kepala Desa dan Perangkat Desa,  
c) Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal 
Berskala Desa 
d) Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa, 
e) Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, 
f) Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah 
Kabupaten/Kota Kepada Desa,  
g) Pengadaan Barang dan/atau Jasa di Desa,  
h) Pedoman Teknis Kegiatan Yang Didanai Dari Dana Desa, 
i) Pengenaan Sanksi Administratif Atas SILPA Dana Desa yang Tidak Wajar, 
j) Pendelegasian Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa Kepada 
Camat,  
k) Pengaturan Besaran Jumlah Uang Dalam Kas Desa,  
l) Pengelolaan Keuangan Desa,  
m) Pembekalan Pelaksana Kegiatan, 
n) Petunjuk Teknis Penyusunan RPJM Desa Dan RKP Desa serta Petunjuk 
Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa  
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2.1.3 Perencanaan dan Penganggaran 
1) Proses perencanaan dan penganggaran 
Proses perencanaan dan penganggaran dapat dijelaskan dalam grafik berikut: 
 
2) Struktur APBDes 
APBDesa, terdiri atas: 
a) Pendapatan Desa; 
b) Belanja Desa; dan 
c) Pembiayaan Desa 
3) Kode Rekening APBDes 
Kode rekening terdiri dari kumpulan akun secara lengkap yang digunakan di 
dalam pembuatan proses perencanaan, pelaksanaaan, penatusahaan hingga 
pelaporan. Kode rekening merupakan alat untuk mensinkronkan proses 
perencanaan hingga pelaporan. Mengingat pentingnya peran kode rekening 
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tersebut maka diperlukan standarisasi kode rekening sehingga akan dicapai 
keseragaman dalam pemakaiannya khususnya di wilayah suatu kabupaten/kota.  
Kode rekening disajikan dengan menggunakan istilah level akun. Level akun yang 
dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut: 
Level 1 : Kode Akun 
Level 2 : Kode Kelompok 
Level 3 : Kode Jenis 
Level 4 : Kode Objek => Bersifat tambahan  
(diatur dalam Perkada) 
a) Kode Rekening Pendapatan Desa 
Pendapatan Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Permendagri 113/2014 
diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. Pendapatan Desa terdiri atas 
kelompok: 1) Pendapatan Asli Desa (PADesa); 2) Transfer; dan 3) Pendapatan 
Lain-Lain. 
Kelompok PADesa terdiri atas jenis: 1) Hasil usaha; 2) Hasil aset; 3) Swadaya, 
partisipasi dan Gotong royong; dan 4) Lain-lain pendapatan asli desa. 
Kelompok Transfer terdiri dari jenis: 1) Dana Desa; 2) Bagian dari Hasil Pajak 
Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah; 3) Alokasi Dana Desa (ADD); 
4) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan 5) Bantuan Keuangan APBD 
Kabupaten/Kota. 
Kelompok Lain-Lain Pendapatan Asli Desa terdiri dari jenis: 1) Hibah dan 
Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan 2) Lain-lain 
pendapatan Desa yang sah. 
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b) Kode Rekening Belanja Desa 
Belanja Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Permendagri 113/2014 
diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan dan jenis. Belanja Desa terdiri 
atas kelompok: 1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 2) Pelaksanaan 
Pembangunan Desa; 3) Pembinaan Kemasyarakatan Desa; 4) Pemberdayaan 
Masyarakat Desa; dan 5) Belanja Tak Terduga. 
Kelompok belanja tersebut selanjutnya dibagi dalam kegiatan sesuai dengan 
kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa. Kelompok Belanja 
yang terdiri dari Bidang dan Kegiatan tersebut lebih lanjut dibagi dalam jenis 
belanja yang terdiri dari: 1) Belanja Pegawai; 2) Belanja Barang dan Jasa; dan 
3) Belanja Modal. 
c) Kode Rekening Pembiayaan Desa 
Pembiayaan Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Permendagri 113/2014 
diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. Pembiayaan Desa terdiri atas 
kelompok: 1) Penerimaan Pembiayaan; dan 2) Pengeluaran Pembiayaan. 
Kelompok Penerimaan Pembiayaan terdiri atas jenis: 1) Sisa lebih perhitungan 
anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya; 2) Pencairan Dana Cadangan; dan 3) 
Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. 
Kelompok Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari jenis: 1) Pembentukan Dana 
Cadangan; dan 2) Penyertaan Modal Desa. 
Kode Rekening lebih lengkap hingga ke level objek Pendapatan, Belanja, dan 











- Petugas memungut pendapatan desa, disetorkan ke bendahara desa/kas desa 
2) Belanja 
- Pelaksana kegiatan mengajukan RAB kepada Sekretaris desa (Sekdes) untuk 
diverifikasi dan disahkan oleh kepala desa (Kades) 
- RAB sudah disahkan dijadikan dasar pelaksanaan kegiatan baik meminta uang 
muka atau pembayaran ke pihak ketiga 
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- Pelaksana kegiatan meminta mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 
dan pendukungnya atas beban kegiatan kepada Sekdes untuk diverifikasi dan 
disetujui oleh Kades 
- Meminta pembayaran kepada bendahara desa sesuai SPP, diarsipkan serta 
dicatat di buku pembantu kegiatan 
- Pelaksana kegiatan membuat laporan kegiatan 
Contoh formulir RAB: 
 
3) Apa bukti yang dilampirkan dalam pendukung SPP 
SPP dilampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) dan bukti 
yang lengkap dan sah sesuai subtansi dan prosedur yang harus dijalankan. 
Misalnya belanja pegawai akan berbeda dengan belanja pembelian barang/bahan. 
Belanja barang terikat dengan aturan pengadaan barang dan jasa di desa. 






Penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh 
bendahara desa. Media penatausahaan berupa buku kas umum, buku pajak, buku bank 
serta setiap bulan membuat laporan pertanggungjawaban bendahara 




1) Penatausahaan Penerimaan Desa 
Penerimaan yang bersifat tunai yang diterima oleh Bendahara Desa dibuatkan 
bukti kuitansi tanda terima dan dicatat oleh Bendahara Desa pada Buku Kas 
Umum. Sedangkan untuk penerimaan yang bersifat transfer, Bendahara Desa akan 
mendapat informasi dari bank berupa Nota Kredit atas dana-dana yang masuk ke 
dalam Rekening Kas Desa. Berdasarkan nota kredit ini selanjutnya Bendahara 
Desa melakukan pencatatan ke dalam Buku Bank. Pencatatan penerimaan baik kas 
maupun transfer harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah serta dicatat 
secara benar dan tertib. Selain pencatatan pada Buku Kas Umum atau Buku Bank, 
Bendahara Desa juga membukukan realisasi pendapatan ke dalam Buku Rincian 
Pendapatan. 
2) Penatausahaan Belanja Desa 
Belanja Kegiatan yang bersifat tunai yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa 
dibuatkan bukti kuitansi pengeluaran dan dicatat oleh Bendahara Desa pada Buku 
Kas Umum. Sedangkan untuk Belanja yang bersifat transfer langsung ke pihak 
ketiga, Bendahara Desa melakukan pencatatan ke dalam Buku Bank (tidak dicatat 
di BKU, karena BKU untuk transaksi tunai). Pencatatan penerimaan baik kas 
maupun transfer harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah serta dicatat 
secara benar dan tertib. 




Selain pencatatan transaski pada Buku Kas Umum atau Buku Bank, Bendahara 
Desa juga mencatat kewajiban perpajakan yang dipotong/dipungut atas 
transaksi belanja yang dilakukan. Atas pemotongan/pungutan pajak yang 
dilakukan, Bendahara Desa mencatat dalam Buku Pajak pada kolom 
penerimaan.  
Ketika Bendahara Desa melakukan penyetoran ke Kas Negara dengan batasan 
waktu yang diatur dalam ketentuan perpajakan melalui form Surat Setoran 
Pajak (SSP) maka Bendahara Desa mencatat dalam Buku Pembantu Pajak 
pada kolom Pengeluaran. 




3) Penatausahaan Pembiayaan Desa 
Seperti halnya pencatatan Pendapatan pada BKU/Buku Bank, untuk membukukan 
Realiasi Pembiayaan, baik penerimaan pembiayaan maupun pengeluran 
pembiayaan dicatat dalam Buku Rincian Pembiayaan. Pencatatan dalam Buku 
Rincian Pembiayaan berguna untuk mengklasifikasi rincian dari realisasi 
pembiayaan. Pencatatan ini diperlukan agar dapat dilaporkan ke dalam Laporan 
Realisasi APB Desa. Pencatatan seluruh penerimaan pembiayaan maupun 
pengeluaran pembiayaan tersebut dilakukan secara benar dan tertib. 
4) Dokumen Penatausahaan Oleh Bendahara Desa 
Bendahara Desa tidak menggunakan buku pembantu lain berupa Buku Pembantu 
Panjar dan Buku Pembantu Rincian Objek Belanja, karena telah dilaksanakan oleh 
fungsi yang lain. Buku Pembantu Panjar secara sederhana telah digantikan dengan 
Buku Pembantu Kegiatan yang dikelola Pelaksana Kegiatan. Buku Pembantu 
Rincian Objek Belanja yang menggambarkan akumulasi realisasi belanja dapat 
dilihat pada dokumen SPP terakhir yang juga didokumentasikan oleh Pelaksana 
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Kegiatan. Buku Pembantu Kas Tunai tidak ada karena telah digantikan dengan 
Buku Kas Umum. 
5) Laporan Bendahara Desa 
Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan 
pertanggungjawaban. Laporan Pertanggungjawaban ini disampaikan setiap bulan 
kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Sebelumnya, 
Bendahara Desa melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, meliputi 
Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak dan Buku Rincian Pendapatan. 
Penutupan buku ini dilakukan bersama dengan Kepala Desa. 
6) Penatausahaan oleh Pelaksana Kegiatan 
Penatausahaan yang dilakukan oleh Pelaksana Kegiatan berupa pencatatan dalam 
Buku Kas Pembantu Kegiatan dan Laporan Kegiatan ketika kegiatan telah selesai. 
Buku Kas Pembantu Kegiatan mencatat penerimaan yang diperoleh dari 
Bendahara Desa (panjar) atau dari masyarakat (swadaya) yang telah dirupiahkan. 
Pengeluaran dicatat oleh Pelaksana Kegiatan atas belanja-belanja yang telah 
dilakukan baik berupa belanja barang/jasa maupun belanja modal. Atas saldo yang 
masih tersisa dan berada di pelaksana kegiatan, maka dilakukan penyetoran 
kepada Bendahara Desa. Hal yang perlu menjadi catatan adalah semua penerimaan 
dan pengeluaran tersebut didukung dengan bukti yang sah danlengkap, tidak hanya 
pengeluaran tetapi termasuk juga penerimaan. Contoh bukti penerimaan yang 
perlu dibuat oleh pelaksana kegiatan adalah tanda terima swadaya berupa barang 




2.1.7 Laporan dan Pertanggungjawaban 
Kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan 
tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke 
Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD. Rincian laporan sebagai 
berikut: 
1) Laporan kepada Bupati/Walikota (melalui camat): 
a) Laporan Semesteran Realiasasi Pelaksanaan APB Desa; 
b) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa kepada 
Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. 
c) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa 
2) Laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 
a) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa 
terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan. 
i. Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa 
Laporan Realiasasi Pelaksanaan APB Desa disampaikan kepada 
Bupati/Walikota melalui camat, terdiri dari: 
 Laporan Semester Pertama, disampaikan paling lambat pada akhir 
bulan Juli tahun berjalan; 
 Laporan Semester Akhir Tahun, disampaikan paling lambat pada 
akhir bulan Januari tahun berikutnya. 
ii. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa 
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Setiap 
Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui 
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camat setelah Pemerintah Desa dan BPD telah sepakat terhadap 
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa dalam 
bentuk Peraturan Desa. Selanjutnya Perdes ini disampaikan kepada 
Bupati/Walikota sebagai bagian tidak terpisahkan dari Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Laporan disampaikan paling 
lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berkenaan. 
iii. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa 
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa disampaikan kepada 
bupati/walikota setiap semester. Penyampaian laporan realisasi 
penggunaan Dana Desa dilakukan: 
 Untuk semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun 
anggaran berjalan. 
 Untuk semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari 
tahun anggaran berikutnya. 
iv. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa 
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa 
merupakan laporan yang disampaikan secara periodik kepada BPD 
terhadap pelaksanaan APB Desa yang telah disepakati di awal tahun 
dalam bentuk Peraturan Desa. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi 
Pelaksanaan APB Desa dilampiri: 
 Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB 
Desa Tahun Anggaran berkenaan; 
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 Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun 
Anggaran berkenaan; dan 
 Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang 





METODE KEGIATAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT 
 
3.1 Khalayak Sasaran  
Khalayak sasaran yang diundang pada pelatihan ini adalah para perangkat 
desa dan anggota masyarakat di Desa Pancamukti dan perangkat desa lain yang berada 
di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah sebanyak 20 orang. 
Penetapan sasaran ini merupakan suatu upaya peningkatan pemahaman penyusunan 
laporan keuangan dana desa bagi perangkat desa di Kecamatan Pondok Kelapa.  
 
3.2 Waktu dan Tempat  
Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada 
hari Rabu, 1 November 2017, pukul 13.30-16.00. Adapun tempat pelaksanaannya di 
Balai Desa Pancamukti Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah.  
 
3.3 Metode Kegiatan  
Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini dilakukan dengan 
menggunakan metode ceramah, tutorial, dan diskusi.  
 
3.4 Langkah-langkah Kegiatan  
Adapun sistematika pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah sebagai 
berikut: 
1) Langkah 1 (Metode Ceramah):  
Peserta materi pentingnya pelaporan keuangan sebagai bentuk 
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pertanggungjawaban dan perkembangan terkini terkait dengan akuntabilitas 
pengelolaan dana desa. Langkah pertama diselenggarakan selama 30 menit.  
2) Langkah 2 (Metode Tutorial):  
Peserta pelatihan diberikan materi bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa 
dan bagaimana menyusun laporan keuangan yang memadai sebagai bentuk 
pertanggungjawaban. Langkah kedua diselenggarakan selama 1 jam.  
3) Langkah 3 (Metode Diskusi):  
Peserta pelatihan diberikan kesempatan untuk mendiskusikan permasalahan yang 
berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa penyusunan laporan 
keuangan yang selama ini mereka dihadapi. Langkah ketiga diselenggarakan 
















PELAKSANAAN KEGIATAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT 
 
4.1 Hasil Pelaksanaan Kegiatan  
Kegiatan peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Panca 
Mukti Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah dilaksanakan selama 
1 (satu) hari pada tanggal 1 November 2017 dari pukul 13.30 WIB sampai dengan 
pukul 16.00 WIB. 
 
4.2 Pembahasan 
Pelatihan penyusunan laporan keuangan dana desa bagi perangkat desa di 
Desa Bandung Marga, Kecamatan Bermani Ulu Raya yang diadakan pada hari Rabu, 
1 November 2017 berjalan dengan lancar. Pelatihan diawali dengan pengantar dari 
Bapak Sekretaris Desa, Desa Panca Mukti, Bapak Syukur Rakimad. Pada 
sambutannya, Sekdes menjelaskan bahwa Desa Panca Mukti merupakan salah satu 
desa yang sudah maju dan saat ini menjadi desa internet dengan diberikan fasilitas 
jaringan internet dari Kementerian Informasi dan Komunikasi. Dalam hal pengelolaan 
dana desa, untuk penyusunan APBDes sampai dengan penyusunan laporan keuangan 
sudah menggunakan aplikasi Siskeudes yang disediakan oleh BPKP. Pengelola Dana 
Desa pada Desa Panca Mukti beserta dengan pengelola dana desa lain dari Kecamatan 
Pondok Kelapa sudah mengikuti pelatihan Siskeudes BPKP yang diselenggarakan di 
Universitas Bengkulu. 
Selanjutnya, sesi pertama dibuka oleh Bapak Baihaqi, SE, M.Si., Ak, CA 
dengan materi berkaitan dengan isu terkini terkait dengan akuntabilitas pengelolaan 
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dana desa sejak disepakatinya kesepakatan antara pihak kepolisian, kementerian desa 
dan kementerian dalam negeri. Pada kesepakatan ini, pengawasan pengeloaan 
keuangan dana desa juga melibatkan pihak kepolisian dalam hal ini Kepolisian Sektor 
di setiap kecamatan. Menurut Bapak Baihaqi, SE, M.Si., Ak, CA, para pengelola dana 
desa diminta untuk berhati-hati terkait pengelolaan dana desa jangan sampai pada 
akhirnya berurusan dengan pihak kepolisian. Selain itu, narasumber memberikan 
ilustrasi perbandingan bagaimana pengelolaan atau penggunakan dana yang ada di 
desa sebelum dan sesudah UU dana Desa dikeluarkan. Selanjutnya materi mengenai 
penyusunan anggaran dan bagaimana anggaran diperoleh di desa. Pada sesi ini 
terdapat penjelasan perubahan paradigma/konsep mengenai pendapatan dan 
pembiayaan. 
Pada sesi kedua tim pengabdian menyampaikan materi bagaimana menyusun 
laporan keuangan dana desa yang disampaikan oleh Bapak Madani Hatta, SE, M.Si., 
Ak, CA. Pada sesi ini diawali dengan penjelasan detil/teknis penyaluran dana desa 
(bagaimana dana desa turun) dan bagaimana penggunaan dana desa sesuai dengan 
aturan yang berlaku. Materi sesi dua ini juga dilengkapi dengan pemantauan dan 
evaluasi penggunaan dana desa. Penundaan dan pemotongan penyaluran dana desa 
juga dijelaskan oleh narasumber, pada saat penjelasan materi sanksi penyalahgunaan 
dana desa. 
Sesi ketiga diisi dengan tanya jawab. Pada sesi ini peserta menunjukkan 
antusias bertanya kepada tim pengabdian. Beberapa pertanyaan yang diajukan oleh 
peserta pelatihan antara lain: keterlambatan turunnya dana desa (penyaluran dana 
desa), masalah pajak dana desa (masih banyak yang belum memiliki NPWP), 
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penyusunan laporan keuangan dana desa. SILPA apakah masuk ke pembiayaan. 
Kesulitan ataupun hambatan yang dialami tim pengabdi relatif tidak begitu 
banyak, karena kegiatan pengabdian ini mendapat dukungan yang sangat baik dari 
perangkat dan masyarakat Desa Panca Mukti. Kegiatan pengabdian ini hendaknya 




SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Simpulan  
Kegiatan pelatihan peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana desa bagi 
perangkat desa di Desa Panca Mukti, Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu 
Tengah berjalan dengan lancar. Semua peserta antusias mengikuti acara hingga selesai 




Pelatihan serupa dapat dilaksanakan kembali dengan peserta (audience) yang 
lebih banyak/luas, dan dengan topik lainnya. Peserta juga menyampaikan agar pihak 
Universitas Bengkulu untuk memberikan pelatihan yang berkaitan dengan adminitrasi 
perkantoran karena beberapa perangkat desa belum banyak yang menguasai 
admnistrasi persuratan berbasis aplikasi padahal Desa Panca Mukti sudah didukung 
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